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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES!IA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

Menimbang -

Mengingm

Menctapkan

TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16,
Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal
47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3} Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
perle. menetapkan  Peraturan Pemerintah tentang
Peraturan Polaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 wniang Jaminan Produk Halal,

L. Pasal 5 ayamt (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomeos 295, Tumbahan
Ltmb.rmﬁepnhwbﬁkmdm Nommor 5604);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,

BAB| ...
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat
JPH adalah kepastian hukum terhadap kebalalan
suaty Produk yang dibuktikan dengan Serufikat
Halal.

Produk adalah barang dan/atau jesa yang terkan
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk buwlogl, produk rekayasa genetik,
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, stau
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan
halal sesuni dengan syariat Islam,

Proses Produk Halal, yang selanjutaya disinglat PPH
adalah  rangkaion  kegistan  untuk  menjumin
kehalalan Produk mencakup penyedisan bakan,
pengolaban, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat
atau menghasilkan Produk,

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu
Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenpgarn
Jamican Produk Halal berdasarkan fatwa halal
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia.

Label Halnl adalah tanda kehaalan suatu Produk.
Mcnteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama

Badan Penyclonggara Jaminan Produk Halal, yang
sclanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang

dibentuk oleh Pemerintal untuk menycienggarakan
JPH.

10. Kepala . .,
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Kepala Badan adalah Kepala BPIPH.

Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat
MUI adalah wadah musyawarah para ulama, isma.
dan cendekiawan muskim

lembaps Pemeriksa Halal, yang sclanjutnya disingkat
LPH adaloh lembaga yang melakukan kegiatan
pemeriksaan dan/atau pengujion terhadap kehalalan
Produk.

Auditor Halal adalsh orang yang memiliki
kemampuan melakukan pemeriksaan kehulalan
Produk.

Pelaku Usahn adalah orang perseorangan atau badan
usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di
wilayah [ndonesin.

Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap PPH.

Pasal 2

Preduk yang masuk, beredar, dan diperdagangian di
wilayah Indonesia wajib bersertifikat hala).

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan
dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
Produk scbagaimana dimaksud pada ayat (2) wajis
diberikan keterangan tidak halal.

Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak

halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat
13

Pasal 3

Sestifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) diberikan crhadsp Produk yang berasal dari bahan
halal dan memenuhi PPH.

BABII. ..
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BAB I

KERJA SAMA DALAM PENYELENGOARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesawu

Umuen

Pasal 4

(1] Penyclenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri.
[2) Dalam  melaksanakan  penyelenggarasn  JPH
schagaimana dimaksud pada ayar (1), dibentuk
BRIPH yang berkedudulkan di  bawah  dan
bertanggungiawab kepada Menteri.

BRIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berwenang:

14)

o
b

<.

d.

o

f
£
h.
I
J-

merumusian dan menctapkan kebijakan JPH,
menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria JPH;

menerbitikan dan mencabut Sertifikat Halal dan
Label Halal pada Produk;

melakukan rogistrasi Sertifikat Halal pada
Produk luar negeri;

melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi
Produk Halal;

melakukan akreditasi terhadap LI,

melakukan registrasi Auditor Halal;

melakukan pengawasan techadap JPH;
melakukan pembinaan Auditor Halal, dur
melakukan kerja sama dengan lembspga dalam
dan luar negen di idang penyelenggaraan JPH

Delien  melaksanakan wewenang  sebagaimana
dirnaksud pada ayat (3], BRPIPH bekerja sama dengan:

",
b.
c.

kementerian dan/atau lembaga terkait:
LPH; dan
MUL,
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Bagian Kedua

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan

1

(2)

Kementenan Terkait

Pasal §

Kerja sama BPUPH dengan kementcnan terkait
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hure!
a dilakukan sesuai dengan tugas dan  fungs:
kementerian terkait.

Rementerian terkait scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang:

perindusirian,

perdagangan;

keschatan;

pertanian;

koperasi dun usaha kecil dan menengah;

luar niegers; dan

lincya yang terkait dengan penycknggaraan
JPH.

®maapgs

Puaal 6

Kerja  sama  BRIPH dengan  kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang
perindustrian schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
{2} huruf a meliputi:

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri,
terkait dengan bahan baku, baban olaban. bahan

tambahan, dan bahan penolong yang digunakan
untuk menghasilkan Produk Halal;

fasilitasi  halal bagi ndustri keci! dan industsi
menengah;

pembentukan kawasan industri halal; dan

tugas lan yang terkait dengan penyelenggaraan JPH
scsuai tugas dan fungsi masing-masing,

Pasal 7, .
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Pasal 7

Kerja  sama  BPJPH dengan  kementenian yang

menyelenggarakan  urusan  pemenntahan  di  bidang

perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat

(2} hurul b meliputs

2. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masysrakat;

b pengawasan Produk Halal yang beredar df pasar;

c  [fasibtasi pencrapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidung
percagangan,

d,  periuasan akses pasar bagi Produk Halal; dan

e tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH

Pasal 8

Ketja sama BRIPH  dengan  kementerian  yong

menyclenggarakan  urusan pemerintahan o adang

keschatan sehagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2)

huruf ¢ meliputic

a.  pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat
keschatan dan perbekalan keschatan rumah LA,

b fasiltasi sertfiknsi halal bagi alal kesehatan den
perbekalan kesehatan rumah tangga;

€. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label

Halal bagi alat keschatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggoraan JPH

sesuai tugas dan fungsi masing- mising,

Pasal 9

Kemn  sama BRIPH dengan  kementorian yang
menyclenggarakan  urusan pemenintahan  di  bidang
muhnuwmahmhulfunlm
huruf d meliputi;

n sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal

b, penctapan . .
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b penctapan persyaratan rumah potong hewan/unggas
dan unit potong hewan/unggas;

€. penclapan pedoman pemotongan hewan/unggas,

d.  penanganan daging hewan dan hasil ikutanays:

¢ fasilitasi halal bagi rumah potong hewan /unggas dan

unit potong hewan /unggas;

penctapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner paca

unit usaha pangan asal howan, sistem jaminan muty,

dan keamanan pangan hasil pertanian; dan

8 tmuh'mmwhumnmlenmanm
sesunl tugss dan fungsi masing-masing,

Pasal 10

Kerja sama  BRIPH  dengan  kementerian yang

menyclenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang

koperasi dan usaha kecl) dan menengah schagaimana
dlwmmswu)hWQMM:

& sosialisasl dan pendampingan sertifikasi kehalalan
mwwmmumm.m&
dan menengah;

b fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha
menengah;

3 mwmmmw;

d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bag
hopcnﬂdmkhkuumnﬂtmdanhecal;

¢ Woordinasi dan pembinann pendataan Pelaku Usaha
mikro dan kecil, dan

nnnldnmudnitdenmmw.nJm

mltmdm!ummi‘-mm.

Pasal 11

Ketja  sama  BRIPH dengan  kementerian yang
mnmhnummﬁnuhmdmm
negeri sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 ayat (2) huraf

a. [asifitas) , |,
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fasslitass kerja sama internasional;

promos: Produk Halal di luar negeri;

negeri; dan

d,  tugas lain yang terkait dengan penyelengaaraan JPH
sesual tugas dan fungs masing-masing.

2

Pasal 12

Kerja  sama BRUPH  dengan  kementerian  yang
menyclenggnrakan urusan pemerintahan di  bidang
minnya yang terkait dengan penyelenggirman JPH
scbogaimana dimaksud dalarm Pasal S ayat (2) huruf g
meliputi:

& sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
b tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH

3c5u41 tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Mmmwmmm“muw

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dintur
dengan Peraturan Menter),

Bagian Keti
x«h&mmwmmmm Lembaga
Terkant

Pasal 14

(1) Kerja  sama BPJPH  dengan lembags  terkait
ubaplmditnkwddmmhnu-mm harul

@ dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga
Lerkait,
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(2) Lembaga terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau

lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas

pemerintaban di bidang:

pengawasan obat dan makanan;

b.  standardisasi dan penilainn kesesuaian;

¢ akreditasi; dan

d. lainnya yang terkad dengan penyclenggarsan
JPH.

»

Pasal 15

Kerja sama BPJIPH  dengan lembaga pemerintah
nonkementenan  yang  menyelenggarakan tugns
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2] huruf &
meliputi:

a.

b

sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kesmetik,
wuplomen keschatan, dan pangan olakan,
pengawasan  Produk  Halal berupa obat, ochat
tracisional, kosmetik. suplemen keschatan, dan
pangan olahan yang beredar;

rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obac,
obar tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan
pangan olahan yang beredar;

sos:alisasi, edukasi, dan publikas) berupa obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan
pangan olahan; dan

Tgas lain yang terkait/dengan penyelenggacaan JPH
sesual tugas dan fungss masing-masing,

Pasal 16 . .,
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Pasal 16

Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah

nonkementerian  yang  menyelenggarakan  tugas

pemerintahan di bidang standardisasi dan penilnian
kesesaian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 aynt

12) buruf b meliputi:

A penyusunan standar dan skema penilaian kesesuaan
scsug: dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan; dan

b tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraas JPH
seauai tugas dan fungsi masing masing.

Pasal 17

Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstrukiural yang

menyelenggarakan  tugas pemerintahan  di  bidang

ukreditasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf ¢ meliput:

. akreditas: LPH,

b,  penyusunan skema akreditasi;

¢ penyusunan dokumen pendukung skema akreditasi;
dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH

sesual tugan dan fungs: masing-masing,

d

Pasal 18

Kerja sama BRIPH dengan lembaga  pemerintah
nonkementerian atau  lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnys
yung terkait dengan penyelenggarasn JPH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi-

& scsialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
B tugas lain yang tericait dengan penyeienggaraan JPH

sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 19,
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Pasal 19

Ketentuan mengenal tata cara kerja sama sebagaimani
dimaksuc dalam Pasal 15 samnpai dengan Pasal 18 diatur
derigan Peraturan Menteri.

Bagian Kecmpat
Kera Sama Badan Penyclenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembags
Pemeriksa Halal

Pasal 20

1) Kema sema BPJPH dengan LPH  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hurul b meliputi;
a. pemeriksasn danjatau  pengujian  kehalalan
Produk, yany ditetapkan oleh BRJPH; dan
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesual tugas dan fungsi masing-masing.
[2) Ketentunn mengenal tata cara Kerjs  sama
schagalmana dimaksud pada ayut (1) diatur detigan
Peraturan Menter!.

Bagian Kelima
WMWMWJWM\&WWW&
Ulama Indonesia

Pasal 21

(1) Kerja sama BRJPH dengan MU scbagaimana
dimaksiud dalam Pasal 4 ayat (4) hurul ¢ melipats:
A sertifikasi Auditor Holal:
b. penctapan kehnlalan Produk; dan
¢ akreditasi LPH.

2 hmmnb-ﬂmmapdnml[l)m
berkliundcwltuemnmmhdﬂlhmsk;n

Pasal 22 .,
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Pasal 22

Kerjn sama BRIPH dengan MUI mengenai sertifikasi
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1} huruf & meliputi pendidikan dan pelatihan
sorta wji kompetensi.

Pendidikan dan pelatiban sertifikasi Auditor Halal
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disclenggorakan
clch BRIPH dan dapat disclenggarakan cleh lembaga
pendidikan dan pelatihan lain  sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Uji kompetensi sertifikasé Auditor Halal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MUL
pendidikan dan pelatiban sertifikasi Auditor Halal
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menterd,

Pasal 23

Kezja sama BRIPH dengan MUI mengenai penctapan

kehalalan Produk  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan

ketentuan:

& LPH menyerahkan hasil pemeriksaun dan/atwu
pengujian kehalalan Produk kepada BPIPH yang
meliputi dokumen:

1 Pmdukdinﬂlbmmw;
2. PPH;

3. basdl analisis dan/atau spesifikas;
4. berita acara pemeriksaan; dan

5. rekomendasi;

b, Mwmmlmum
schagaimana dimaksud pada huruf a, BPJPH
melakukan verifikasi atas dokumen yang
disampaikan LPH;

<. BRIPH...
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c BPJPH  menyampaikan  hasil  verifikasi
schagaimana dimaksud pada huryf b kepada
MUl

d. MUI  mengkaji  hasil  verifikass BRJPH
scbogaimana dimaksud pada huruf ¢ melalul
sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan
pakar, unsur kementerian terkait, lembaga
terkain, dan/atau institus) terkait;

¢. dalam hal sidang fatwa halal memeriukan
informasi tambahan yang belum tercantum
dalam dokumen yang diajukan oleh BPJPH, MUI
mengembalikan  dokumen  tersebut  untuk
dilengkapi,

L hasil sidang fatwa halal berupa pesctapan
kehalalan atau  ketidakhalalan Produk yang
ditandatangani oleh Ketun dan Sekretaris Komisi
Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Usum MUL
dan

£ penetapan kehalalan atou ketidakhaladan Produk
tisampaikan kepada BRJPH paling lama 30 [tiga
pulgh) hari kerja scjnk MUl menerima hasil
verifikast dari BRI

Pelaksanaan  sidang fatwa  halal  oleh MU

uhpﬁnmdimluwp-damtmhwtl

difasilitasi oleh BPJPH,

Keputusan penetapan kehalalan Produk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) busuf § disampaikan kepuda

BIUPH untuk menjadi dasar penerbitan  Sertifikat
Halal,

Pasal 24

Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai akreditas:
wmmdima«mhum ayat (1)
hunu‘cbuuupcnﬂnhnwm'yuinh_

2] Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan penilaian Kesesuaian syariah oleh MU
difasilitass oleh BRIPH,

Akreditas: LPH scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  berkoordinasi  dengen  lembaga

pemerintahan di bidang skreditns,

Ketentuan mengenal tata cara fasilitasi penilsian
kescsuaian syariah sebagaimana dimaksud pada syat
(2] dintur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Kerja Suma Internasional

Pasal 25

Pemerintab  dapat  melakukan Kern sama
internasional dalam bidang JPH.

Kerja  sama  internasional  dalam ladang  JPH
scbagrimana  dimaksud pada  ayat () dapm
berbentuk:

& pengembangan JPH;

b. penilnian kesesualan; dan/atau

€ pengakuan Sertifikat Halal,

Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPIPH dalam
koordinesi dan konsultasi dengan Menteri dan
menteri yang “mwn&.ﬂ wrusan
pemeriniaban di bidang urusan luar negen,

Kera sama internasional scbagaimana dimaksud
Pada ayat {2) harus dilaksanakan sesua) dengan
politk huar negeri, peraturan perundang undangan
Mmmhmmkeum internassonal,

Pasal 26 .
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Pasal 26

(1) Rerja sama internasional dalam pengembangan JPH
ummdluukwd&lmhsd%ayu 12) hurul
a meliputy;

a.  pengembangan teknologi;
b sumber daya manusia; dan
€. sarana dan prasarana JPH,

(2) Kerjnminumuwahnmlhsmhmuhn
schagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2} hurul
b meliputi:

a  saling pengakuan; dan
b saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian,

(3] Keoammmmuahmmkm&m‘hht
wmdmmmasunm
buref ¢ merupakan kerja sama saling pengakuan
Sertifikat Halal,

(4] Kerja sama internasional berupa saling pengakuan
WMWnWMMwm
dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang
berwenang untuk menerbitkan Sertifikst Hatal.

Imubaphhlhnrmunmnmmdhmkwd dalam
Pasal 26 ayal (4] merupakan lembaga pencrbit sertifikat
halal yang dibentuk olch pemernintah atau lembags
umulswnmmmdehmwt.

Pasal 28
n mmmwwmmmmm
scbagaimana dimaksud dulam Pasal 26 aynt (2)
berupa penigembangan skema penilaian kesesusian
saling pengakuan dan keberterimaan hasil penilaian
kesesuaian,

(2} Seruifiknt . . .
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Sertifilat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal
luar negeri dapat diterima  sebagal pemenuhan
sertifilkcas: halal berdasarkan perjanjian
keberterimaan yang berlaku timbal balsk.

Lembaga sertifikasi halal yang menerbitkan Sertifikat
Halal  sebagalmana  dimaksud padan  ayat (2)
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara asal
yang telabh memperolch pengakuan dalam organisasi
kerja sama akreditasi regional atau internassonal
lk:jnnmalm;pcnukmnmnadmkm
dalam Pasal 26 ayat (2) buruf a dilakukan okeh
lembaga nonstruktural yang menyclenggarakan tugns
pemeriniahan di bidang akreditasi sebagatmana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat {2) huruf ¢
Perjanjian  keberterimaan terhadap sertifikat halal
luar negeri scbagaimans dimaksusd pada ayat {2)
dilakukan oleh BRIPH dalam koordinosi dan
konsultasi dengan Menteri dan  menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
urusan luar negert yang berlaky timbao! balik.

Pasal 29
Mnmhbmunmlmmunhtjnm

internasional  dalam bidang JPH diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAaBm .,
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BAB 1lI
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Bagian Kesatu
Pendinl Lembaga Pemeriksa Hala)

Pasal 30

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan
LPH.

Pemeriniah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah dacrah.
Masyaraka: sebagaimana dimaksud pade ayat (1)

merupakan lembaga keagamaan (slam  berbadan
hukum,

Pasal 31

ﬁmmmmwmwmd“m
oleh kementerian/lembaga, pemerintah  daerah,
PETRurUAn tinggi negeri, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah.

LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga stau
pemerintah dacrah schagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan fungsi uni kera ataw unit pelaksana
teknis Wﬂnﬂﬂl\hn atau perangkat daerah.
LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri
schaguimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Mau badan usaha  milik dacrah  sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) merupakan

& bagian, .,




b
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bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik
negara atau badan usaha mikk dacrah; atau

anak perusahaan badan usahn milik negars atau
badan useha milik daerah.

[2) Lembaga kesgamaan Islam  berbadan hukum
sebogaimana  ditsaksud pada ayal (1) melipun
perkumpulan atav yayasan,

Bagian Kedua

Pasal 33

1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32
harus memenuhi persyaratan:

"
b

memuliki kantor sendirl dan petlengkapannya;
WMNMN’JM;

memiliki Auditor Hala) paling sedikit 3 ftiga)
orang; dan

memiliki laboratorium aay kesepakatan kerja

sama  dengan lembaga  lain yang memiliki
laboratarisum.

terakreditasi pada lingkup hala! sesuad dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 34 |
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Pasal 34

Persyaratan pendirian LPH oich pemenintah dan/atau
masyarakal schagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dibukt:kan dengan dokumen dalam bentuk:

mn)ulhuam.m:ummn.hkpahx.
sural perjanjian sewa, surat perjanjian pénjam pakai,
akta hibah, atay akta jual beli:

surat keterangan akreditasi LPH  dan sertifikat
akreditasi LPH dari BRJPH;

surat keterangan memiltiki  Auditor Halal yang
dilampiri surat pernyataan kesedisan menjadi Auditor
Halal dan sertifikat dari MUL: dan

scrtifikat  akreditasi Maboratorium  dari lembaga
nonstrukiyral yang melaksanakan tugns
pemerintahan di bidang  akreditasi Mau  surat
perlanjian kerja sama dengan lembaga yang memsliki
laboratorium terakreditasi sebhagaimana  dimaksud

Pasal 35

1) Akreditas: LPH dilakukan alch BPIPH.
121 Permohonan akreditast LPH scbapnimana disnalkeseg

pada ayat (1} disjukan olen pimnpinan satuan kerja
yung terkait dengan penyclenggaraan JPH  baik
Instans: pusat maupun instansi daerah, pimpinan

13} Permohonan |
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(3} Pormohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wapb diajukan sccara tertulis

menggunakan sistem manual atau elekiranik dengan

melampirkan dokumen pendukung,

Dokumen pendukung scbagaimana dimaksud pada

ayat (3) terdind atas

4

a

b,

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34,

pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atas
struktur onganisasi, kebiakan mutu, manajemen
ketidakberpihakan, persyaratan sumber daya,
PETSYAralan  proscs, persyaralun  sistem
manajemsen, tata care penanganan keluban dan
penyelesaian, ruang biogkup dan skema wudit,
kerahasiaan informusi publik, serta keterbukaan
dan ketersediaan Informasi publik; dan
pendukung pedoman muty, yang paling sedikit
terdin atas daftar dulkungan kompetenss Auditor
Halal, daftar laboratorium pendukung, dafiar
sudit, rekaman audit  internal, kap  ulang
manajemen, prosedur  operasional  standar
penanganan keluhan dan penyelesaian, skema
sudit, prosedur operasional standar tanggung
SUEAL dan kcuangan, pernyataan kesiapan
menjaga kerahasiaan, dan pernyataan kesiapan
membaka informasi publik,

Pasal 36

BRAIPH melakukan  verifikasi terhadap dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Passl 35 paking lama §
(fima) har kerja sctelah dokumen diterima secars
lengkap.

{2) Verifikasi .
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12} Verifikasi terbadap dokumen sebagaimana dimaksid
pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksann
mmmmmmw.

(3] Verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud

Pasal 37

Dahmhdhuﬂveﬁﬁlmu«wdokmommmm
dimaksud dalam Pasal 36 telsh memenuhi persyaratan,

Kepala Badan mengeluarkan surat keterangan akreditas
LPH,

Pasal 38

() Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum
memenull  persyaratan,  Kepala  Badan
meoyampailkan  sural  permintaun tambahan
dokumen kepada pemohon.

nmdiwhhnmxcuhw“”m.ms
lma) hari kerja. terhitung sejak surat permintaan
tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada
aynd (1) diterina,

(3} Dalam hal surat permintaan tambahan dokumen

) Susat leterangan akreditasi LPH  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 37 disampaikan
kepada pimpinan kementerian dan/atay lembaga
keagamaan Islam berbadan hukawm,

15) Pimponan




(6)

t

*

PRESIOEN
REPUDLIX INDONESIA

-22.
Pinpéinan  kementerian dan/atau lembaga  atau

salinan keputusan pendirian LPH kepada Kepala
Badan paling lambut 5 (lma) hari kes setelah
keputisan ditetapkan uatuk diregistrasi,

yang

WM%&MWMW
"Wuﬂnwummmmamm
dan MUL

Penllaian kesesuaian Lpy scbagaimana dimaksud
Pada ayat (1] peling sediit dilakukan deagan
melakukan reviu dokumen kesesuaian LPH dan
Proses asesmen teknis.

(4) Hasil .




4]

15

(6}

()
@)

3
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Hasil penilaian  kescsusian LPH  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BRIPH.
Kepala Badan menerbitkan sertifikat akreditasi LPH
berdasarkan  hasil  penilalan  Kescsuaian  LPH
seboagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai akeeditusi dan
registrasi LPH dintur dengan Peraturan Menteri.

Bagan Keempat
Auditor Halal

Pasal 40

LPH mengangkat Auditor Halal.

Auditar Halal yang dianghat oleh LPH scbagaimana

dimalksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a.  warga negara Indonesia;

L. beragama lslam;

€ berpendidikan paling rendah sarana stratg 1
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik
industn, biclogi, atau farmasi;

¢ memehami dan memitiki wawasan luas mengenal
kehalalan Produk menurut syariat Islam;

¢ mendahulukan kepentingan umat di atas
kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan

[ memperoleh sertifikat dari MUI

Audiior  Halal yang memenubi  persynratan

mebagaimana dimaksud pada myat () harus

Giregsstrasi oleh BRIPH,

Auditor Halal yang telah memenubi ketentuan

schagnsmana dimaksud pada ayat (1) sampaj dengan

ayat [3) bertugas:
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memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
memeriksa dan mengkaji proses peapgolahan
Produk:

memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
meneliti lokasi Produk;

meneliti  peralatan, ruang  produks:, dan
penyimpanan;

Bagv, |
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BAB IV

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Lokasi,

11

i2)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

ummmwmmwﬁmm
lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal,
umumm.mmrmnwamm
pada ayat (1) wagib:

a.  dijuga kebersihan dan higenitasnya;

B bebas dari najis; dan

¢ bebas dari Bahan tidak halal,
uhummbdipiuhhnm&uhud
m.ay-m)yahubhalmmuuua.
‘l'tmpoxdmnht"ﬂmvnjibdlﬁndﬂm
uhﬂm&m&wﬂpﬂmﬂl)mnputimmm

Bagian Kedua

Tempat, dan Alat Proses Produk Malsl Penyembelihan

Pasal 44

Lokass, tempat, dan alat penyembelthan hewan halal wajb
terpisah dari lokasi penyembelihan hewan tidak hala]

Pasal 45
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Pasal 45

Lokasi penyembeliban scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) wapb memenuhi persyaratan:

a

FensasoE

terpisah secara fisik antara lokasl rumah potong
hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak
halal;

dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (ugal
meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan
Produk antarrumah potong:
mw&wwhﬂﬁhmmp‘
b, debu, dan kontaminan lasnnya;
mmmdfuummmmnwpaxmm
yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak
halal;

kenstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu
mencegah kontaminasi; dan

memiliki pintu yang terpisah untuk masukaya hewan
potarg dengan keluarnya karkas dan daging

Sarana penanganan lmbah

“ﬂmkmmmmm.l

Pasal 47 |,
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Pasal 47

Alat penyombelihan schagaimana dimaksod dalam Pasal
43 ayat (4) huruf & wajib memenuhi Persyaratan:

a

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
mumhnmmmaunmkmhm
memiliki tempat penyimpanan alat sendini untuk yasg
halal dan tidak halal.

Bagian Ketiga

Tmlmmthmmwmhm

Alat pengolahan ubopmdmkmddahmhnnlds
Ayat (%) buruf b wajib memenuhi persyaratun:

a

b.

tidak menggunakan  am pengolahan  secara

bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan
Produk tidak halal;

Wmmm untuk yang hatal
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€ menggunakan sarana yang berbedn untuk yang halal
dan tdak halal dalam pemeliharaan alet; dan

4. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang
halal dan tdak halal.

Bagian Keempat
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

Pasal 50

Tempat penyimpanan sebagaimana dirmaksud dalam Paxal

43 ayat (4) huruf ¢ wajib menisahkan antars:

& pencrumann Bahan;

b pencrimaan Produk setelah prowes pengolaban;: das

€ samana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan
dan Produk,

untuk yang kalal dan tidak halal.

Alat penyimpanan schagaimana dimaksud dalam Pasal 43
Ayat [4) huruf ¢ wajib memenuhi persyaratan:

a. tdak menggunaksn alat penyimpanan  secara
bergantian  dengen  yang  digunakan  untuk
penyimpanan Produk tidak halal;
menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
“"""”‘Wﬂhmvemm.nmu;
fRenREuNakan sarana yang berbeda untuk yang halal
danlidnkluldd-huwmehhnmdal;dm

Bagian Kelima
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Bagian Kebma
Tempndmhhl?romhodukmhl&nmm

Pasal 52

Tcmmtumnhmmdmkmm&m

43 ayat (4) huruf J wajib dipisahkan antara:

& bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas
Produk; dan

b saruna pengemasan Produk,

untuk yang halal dan tidak halal

Pasai 53

ANmmnuMdeMMﬂ

ayat (4) huruf d wandb memienuhi peTsyaratan:

A tidak menggunakan  alat pengeenasan  secary
bergantian  dengan yang  digunakan  untuk
penigemasan Produk tidak halal;

o Wmmmmmmw
mmwmmmmm

Bagian Keenam
nmmmmmuuwmmbum

Pasal 54

Tempat pendistribasian sebagaimana dienaksud dalam

Pasal 43 ayat (4) huruf e wajid dipisahkas antara:

A warana pengangkutan dari lempat penyimpanan ke
alat distesbusi Produk: dan

5. alal Uansportasi uniuk distribusi Produk,

untuk yang halal dan tidak halal.
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Pasal 55
Alat pendistribusian sehagrimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (4) hurufl ¢ wajib memenuhi persyaratan:
8. tidok menggunakan alat pendistribusian  secarn

bergantian  dengan yang digunaksn  untuk
peadistribusian Produk tidak halal,

< memgh&hdaunmkmhnm
daaudnkhdddnhmpemeﬂlmnml:dm

d. memilks tempat penyimpanan alat sendir untuk yong
halal dan tidak halal,

Bagian Ketujuby
wmmmmmm

Pasal 56

Tempat penjunlan sebagnimana dimuksud dalom Pasal 43
ayat (4) buruf { wajib dipisahkarn antara;
& samana penjualan Produk; dan

Athubqnimmdimkmddcmhulﬂ

ayat (4) huraf { nﬁbmmeuummnun:

a. Mmmmmnmm
dengan yang digunakan untuk perjualan Produk
tidak halal;

b mmmmmbu&daumukyumh-hl
anwmmmmmmmz;m

c. Wmm‘hbd‘uuwkmhu
dnnMMﬂdnlmnpcaeliMrmaht
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Bagian Kedelapan

TmmlhnMnm&wukmmn

Pasal 584

Tempat penyajian sebagaimana disaksud dalam Pasal 43
syt () huruf g wajib memisahkan antars:

a

b.

$arana penyajian Produk Malal: dan
proses penyajian Produk,

untuk yang halal dan tidak halal.

Paxal 59

mzmmmnwdwm»wu
ayat (4) huruf g wajib memenuhi persyaratan:

i

tidak menggunakan alat penyajian secarn bergantian
dengan yang digunakan untuk penyajian Produk
tidak halal;
mmhummbemammkmhﬂd
mmmmmmu
mwammberbed-mmkmhdu
dmﬁd.khuhl«hnmmml;dm
memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang
halal dan tdak halal,

Pasal 80

Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk
sgar asal hewan tidak balal dipisahkon  dasi

pendistribusian, Penjualan; dan penyajian Produk
segar asal hewan halal,




13)
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mmmmnmwmmkm
dm?zodukelahmunlnmhevmwnkhawapn
dimukmdemnpumwdmhodukolmmml
hewan halal dan Produk olahan non hewan halal
mmmmcmmmummm
mmxwmmdiamnhnumuk
mendistribusikan  Produk scgar asal bewan tidak
W.mdibuhihndmmummmnm
Muhndmm&odukmmohhm
ndhewmdmmhewmudnkhludipmhlun
dmpmjunl.nanpmyajhnﬁoduk segar dan
oh!nncmhenndmmnhewm!nhl
Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayst (2}, dan
ayat 3) dilaksanakan sesuai dengan  ketentusn
Pefaluran perundang-undangan,

BAB V
BIAYA SERTIFIKASI HALAL

Pasal 01

Pasal 62 .
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Pasal 62

(1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikeo dan
kecil, blaya sertifikosl halal dapat difasilitasi olch
Phak lain.

(2) Fasilitasi oleh pihak lain Mmmdmhudp-dn
ayat (1) berupa fasilitass oleh:

2. pemerintah pusat melaluj anggaran pendapatan
dan belanja negara;

b, pemerintab dacrab melalyui anggaran pendapatag)
dan belan)n dacrady,

€. perusahaan;

d.  lembaga sosial;

€ lembaga keagamaan;

. asosiasi; atau

g komunitas.

Pusal 63

hnhlolehﬂukldndhmdmmmmm.

BAB W1
TATA CARA RECISTRAS! SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI




(&1}
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Produk Halal vang Sertifikat Halalnya diterbitkan olely
lembaga halal luar negerl yong sebelum diedarkan di
Indonesia, selsin memenuhi kewajiban registrasi
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud paca ayat (2],
o Produk tersebut wajib memenuhi ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang mengatur
mengenai persyaratan peredaran Produk terkait.

Pasal 65

Registrash Sertifilat Halal tuar negeri schagaimana

dimaksud dalam  Pasa! 64 ayat (2) diajuksn

pormobonannys oleh Pelaku Usaha kepada BRIPH
3ccara tertulis dengan melampirkan:

& salinar Sertifikat Malal juar nogen  Produk
Sersanghutan  yang telah  disabkan  oheh
perwakilan Indonesia di luar negeri;

b, daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia
dilengkapi dengan nomor kede  sistem
harmonisasi; dan

f sumal permyatsan yang menyatakan dokumen
yang disampaikan benar dan sah.

Permobonan secara tertulis scbagaimana dimaksud

pada ayat [1) dapat dilakukan dengan menggunakan

sistem clektronik atau manual

Pasal 66

MMWMWWH
W'"‘“'ﬂrmmmhw

W“GWMmMu
dan Pasal 65.




a

b,

.
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ketmasan Produk;

bagian tertentu dari Produk: dan/atau
tempat tertentu puda Produk,

ntuan lebih lanjut mengenai Registrasi Sertifikat

Halal luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

Dalam hal Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halsl
Mmquml*ihdamdomamm,
Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sestai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan,

BAB VI

PENAHAPAN JENIS PRODUK YANG DERSERTIFIKAT HALAL

Pasal 68

(1) Produk yang wajib bersertifikat halod terdis atay:

.

Barang dan/atay

produk kimiawi;
Produk biojogi;
pProduk rekayosa genetik; dan

barung gunann yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan

3 Jasa nmndhmm.mmbWb
melipulihmnuuh-mmhitm

penyembeliban;

b. pengoluhan .
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pengolahan,
penyimpanan;
pengemanan;
pendistnbusian;
penjualan; dan

Emnpog

(1) Makaran, minuman, obat, dan kosmetik

jenianya olel Menteri setelah berkoordinas dengan
Kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.

12) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud padn
ayat (1) difasilitasi olehs BPIPH.

Pasal 70

Produk kimiawi, produk biologi, dan Produk rekayasa
mmmmmmuwm
huruf ¢ sampal dengan hurufl g dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 08 ayat (3) hanya yang terkail
dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik,

Pasal 71

(1) Barang gunaan Yang dipakai, digunakan, atey
dﬂmhmn%ww*lmhmu
nmmhumhhmbdhmmbcmddm
dm!mumnauuunmkwm.

(4] &mmmdmm‘mﬁw
pada ayat (1) terdiri atas:

a ,

b penutup kepala; dan

€. aksesoris,

(3) Barang . _ .



3

{4

3) Barang

16)
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Basang gunaan yang digunakan sebugaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atus:
perbekalan

& kewajiban kehalalan produk sudah ditetapian
dalam peraturan perundang-undangan;

b produk sudah  bersertifikas halal  sebelum
Undang:Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal berlaku;

©  Produk merupakan kebutuhan primer dan ¢

i socara masif:

4. produk yang memilik titk kritis ketida Khalalan
yang tinggi;
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] Wultmbchnbcmniﬁknhwmunml 17
Oktober 2019 diawur lebib lanjut dengan Peraturan
Menten sctelah berkoordinasi dengan
hmcaurhn/kmu.. terkait,

5] Ketentuan mengenal penahapan kewajiban
bersertifikat halal bagi Jenis Produk schagaimana
dimaksud pada ayot (3 diatur dalom Peraturan
Menten setelah berkoardinasi dengan

Pasal 74
1} Produk betupa  obat, Produk biclogi, dan alat
keselatan yang akan dilokukan sertifikas: halal haros

memenulii persyaratan keamanan, kemanfautan, dan
muty sesuni ketentuasn peraturan pPerundang.
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Produk obat, preduk biclogt, dan alat kesehutan yang
akan  dilakukan sertifikasi  hulal schagaimana
dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan
keamanan, kemanfaatan dan muty, juga harus
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Ww«mmmwm

‘W”‘W‘llﬁmh«uum.m
dan/stay tulisan.

halal Mﬁﬂwﬂ)d‘nnﬁt
mw"mﬂakmmuenm
Pasal 79

BPJPH. kunuucrian terkast, W terkait,
dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan
pengawasan terhadap JPH dapat mengikutsertakan
Instituss terkair

Institus) terkait sehaguimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilkcutsertakan dalam pengawasan
terhadap JPH dalam kegiatan pendampingan.

Pasal 80
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

ietap berlaku scpanjang tidak bertentangan  dengan
bekntuandnlunl\umnnmmm

Pasal 84

Punmhmuuhumwm&w
diundangikan
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Agar  setiap orang mengetahuinys, memerintahian
pengundangan  Peraturan Pemerintah oy

penempatannya  dalam Lembaran Negara  Republik
Indonesia.

Ditctapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Apnil 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td,

JOKO WIDODO
Diundangkan gi Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019
MENTERI HUXUM DAN HAK Asast MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
td,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR a5

Salines sesua| dengan aslinyn
KEMENTERIAN SEXRETARIAT NEGARA
iz L DONESIA
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PRESIDEN
K ™NOONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAMUN 2019
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

bertanggung Jawab  dalam menyele JPH,  yang
pela nyndihk\dtmdehsmﬂldanbckuj.mmm
Bin  dengan kementeran yang urusan
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halal
mhﬂamwmmuxumuwmmw.,m
4*%4&-.%1%

PASAL DEM) PASAL
Pusal |

Cukup jelns,

Pasa) 2

Cukup jelas,

Pasal 3

Cukup jelas,
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PRESIDEN
PEPUBLY INDONESIA
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Pasal 4
Culcup jelas.
Pasal 5
Cukup jelus.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf y
Yang dimaksud dengan *fasilitasg halal adalsh upaya yang
dilakukan okl kementerian Yang menyclenggarokan
UTusan pemerintahan o bidang perindustrian untuk
mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dakam
Peningkatan kunkitas penyelengparnan JPH
Hurul ¢
Cukup jelas.
Hurufgd
Cukup jelas
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “fasilitasi PeEneragan JPH* adalal
Hpaya  yang  dilakukan oleh  kementerian yang

Hurufd . .
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" N
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelax.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal o
Huruf &
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas,
Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Yang dimaksud dengan *fasilitax; halal® adalaty upaya yang
dilakukan oleh kementenian yang menyelenggarakan

Hurufb .|
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penyelenggaraan JPH.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas,
Huruf e

Cukup jelns.

Hurur 1

Cukup jelas.
Pasal 1}

Pasal 14
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Pasal 14
Cukup jelas,

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas,

Pasal 19
Cukup jelas,

Pasal 20
Cukup jelas,

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Posal 23
Avau (1)
Huruf &
Cukup jelas.
Hury( b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd .,
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-7

Hururd
Yang dimaksud dengan “institusi terkait® antara lain
organisasi hmmhm yang berupa lembaga

keagamaan Istam,
Huryf ¢

Cukup jelas,
Hurg! ¢

Culkup jelas,
Hurul g

Cukup jelas,
Ayat (2

Cukup jelas.
Ayw 13)

Cukup jelas,

Pasal 24
Cukup jelas,

Pusal 25
Cukup jelas,

Pasal 26
Cukup selan,

Pussl 27
Cukup slas,

Pasa) 28
Cukup jelas,

Pasal 29
Cukup jelas,

Pasal 30
Cukup jelas

Pusal 31
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Pasal 33
Cukup jelas

Pusal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jolas,

Pasal 35
Cukup jelas,

Pasal 36
Cukup jelas,

Pasal 37
Cukup jelas

Pusal 35
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayar (24
Huruf a

Cukup jelas,
Huruf b

Cukup jelas.

Hurufe ., |
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<Os
Hurufe




Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup jolas,

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas,

Pasal 53
Cukup jelas,

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jolas,

Pasal 56
Cukup jelas,

Pusal 57
Cukup jelas.
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Pasal 66

*x

FRESIDEN
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-12-

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Paxa) 68
Ayat (1)

Huruf 3

Cukup jelas.

Huruf b

ke phak lain  dalam masyarakal  untuk
deehMmhhlm Usaha.

Huruff, | .
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Huruf f

Culkup jetas,
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas,

Ayl (3)

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)

Cukup jelas,
Ayat (2)
Huruf a

Ayat(3). ..
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Ayar (3
Hurud a
Yeng dimakeud dengan “perbekalan Kesehatan
Wunu-‘munmuwuumw,m.uk
Bgi, benang B, dan  engim pencuci  yang

mergandung dan/atau berasal dari hewan.
Huruf b

d-n/-;-u berasal dars hewan
Huruf d

Ayar (9)

Yang dimaksyd dengan *glat keschatan® antara lain
41U jantung, benang bedab, aiat barty dengar

dan gigl paisu yang fmengandung dan/atau berasal dasi
hewan,

Ayat (5)
Cukup jelns,

Ayat (6) . .
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jetas,

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Yang  dimaksud Gengan ‘memenuhi
Keamanun, kemanfaatan, dan mUtU” lermasuk memenuhi
Cara pembuatan yang baik dan halal (good MmN factiing
Practice-kalal).

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat {3y

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup Jelss,
Pasal 75
Cukup jelas,
Pasal 76
Cukup jelas.
Poxal 77
Cukup Jeloas,

Pusal 78
Ayat (1)
Culkup jelas.

Ayat (2} ., .
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Pasal 83
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Pasal 83
Cukup jeias,
Masal 84
Cukup selas.




